a Besar yang memeriksa dan mengadili
fftama dalam sidang Majelis Hakim telah

ut dalam perkara Cerai Talak antara:

petani, tempat kediaman di |EEEEEEE———
I < ecamatan Utan, Kabupaten

Sumbawa, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta alat-alat bukti Pemohon di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Januari
2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor
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02 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada

j Tahun 2002 Pemohon dengan Termohon
g dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
dtan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai

utipan Akta nikah No : 152/32/VI1/2002,

P08 / RW.005, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan,
Waselama lebih kurang 5 Bulan, kemudian pindah lagi
Ke rumah bersama Dusun Panyengar, RT. 003 / RW.005, Desa Stowe
Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sampai akhir bulan
September tahun 2018.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama:

1. Anak Pemohon dan Termohon, Umur 15 Tahun, berjenis

kelamin Perempuan, Kelas 1 SMK.

2. Anak Pemohon dan Termohon, Umur 4 Tahun, berjenis

kelamin Perempuan, belum sekolah.
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ah Agung Republik Indonesia

sgjak Awal bulan Juli tahun 2003, kehidupan

ohon mulai tidak harmonis dengan adanya
dengan Termohon yang terus menerus

untuk dirukunkan lagi yang disebabkan

melayani pemohon sebagai suaminya

gau mendengar nasihat dari Pemohon dan
on sebagai suaminya.

g meminta cerai dalam setiap bertengkar.
eretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
g@ohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan
eptember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon
telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3




nghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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dalil-dalil permohonannya, Pemohon

si-saksi sebagai berikut :

2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : 152/32/VI1/2002, tanggal
13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan
aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian
oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (bukti
P.2);

B.Bukti Saksi.

Saksi 1 Pemohon, Saksi 1 Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.05
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ah tangga Pemohon dan Termohon rukun

sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara

on mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
tksi belum pernah melihat langsung Pemohon dan
ngkar;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Pemohon dan Termohon

bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal

bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga sekarang

sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak

saling berkomunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun

tidak berhasil;
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2 Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam,
Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.05
Utan, di bawah sumpah, memberikan
a sebagai berikut :

engan Pemohon dan Termohon karena
bhon;

n Termohon adalah pasangan suami

- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung Pemohon dan

Termohon bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Pemohon dan Termohon

bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal

bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, hingga sekarang

sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak

saling mengunjungi;
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Termohon tidak dapat didengarkan

PERTIMBANGAN HUKUM

@ang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sub. yang dibacakan di persidangan, Termohon
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hon yang dipanggil secara resmi dan patut

w

s dinyatakan tidak hadir dan pemohonan

L |
‘ m istek;
' ‘ rkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

F)
k ahpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

buktikan dalil-dalil pemohonannya;

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa  Pemohon untuk  menguatkan  dalil
permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-
masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang
dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi
syarat formil dan materiinya sebagai alat bukti tertulis, bukti tersebut
merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat, karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon

dan Termohon terakhir berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama
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asarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta
ik dan telah bermeterai cukup dan cocok
gebut menjelaskan mengenai hubungan
Dagai suami isteri yang sah, sehingga bukti
rat formal dan materiil, serta mempunyai
sempurna dan mengikat, dengan demikian
merupakan pihak yang berkepentingan dalam
a standi in judictio);
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan
Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan
Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak
( vide: Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang- Undang Nomor 50

Tahun 2009;
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gan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon
didengar dan dialami sendiri, dan relevan

dikan oleh Pemohon, oleh karena itu

tikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti tertulis P.1. dan P.2
serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon serta semua dalil
Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak
tanggal 17 Juli 2002 yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
berjalan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu, mulai tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai

sekarang;
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Termohon pisah tempat tinggal selama 4

dasarkan fakta tersebut di atas dapat

Pemohon dan Termohon secara terus
pisah tempat tinggal antara keduanya;
pertengkaran Pemohon dan Termohon
bat) bulan yang lalu;

tara Pemohon dan Termohon sulit untuk

fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
fler: ang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f)
ah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al

Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

D) feks o AT 5Bl 25025

Artinya : Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S. Al
Bagarah ayat 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
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untuk- memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri
dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara
lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu),

mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling
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nderstanding (saling pengertian), akan tetapi

hon dengan Termohon hal tersebut sudah

sosiologis suatu perkawinan yang di
an dan pertengkaran akan sulit untuk
a yang penuh rahmah dan kasih sayang
p pasangan suami istri, justru sebaliknya
dan perselisihan yang berkepanjangan
i belah pihak;

m kasus perceraian, sesuai Yurisprudensii

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih
ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga
dimaksud telah pecah, dan dalam perkara a quo telah terbukti bahwa rumah
tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah
sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka
telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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D75 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

patut dikabulkan;

a8arkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
Termohon belum pernah bercerai, maka
alah memberi izin kepada Pemohon

hadap Termohon setelah putusan ini

perkara a quo masuk bidang perkawinan,
at (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
gan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
: gan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
n pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Sumbawa Besar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 481.000,00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu ).
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adil Akhir 1440 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag.

S.H.l. dan Hilman Irdhi

Ketua Majelis,

ttd
Sugianto, S.Ag.

ttd
Hilman Irdhi
Pringgodogdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. Panitera Pengganti,

ttd
Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  390.000,00

- Redaksi ‘Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
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Untuk Salinan
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